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KATA  PENGANTAR 


Dengan  menyebut  nama  Allah  SWT  yang  Maha  Pengasih  lagi  Maha  Panyayang,  Kami 
panjatkan  puja  dan  puji  syukur  atas  kehadirat-Nya,  yang  telah  melimpahkan  rahmat,  hidayah, 
dan  inayah-Nya  kepada  kami,  sehingga  kami  dapat  menyelesaikan  makalah  ilmiah  tentang 
limbah  dan  manfaatnya  untuk  masyarakat. 

Makalah  ilmiah  ini  telah  kami  susun  dengan  maksimal  dan  mendapatkan  bantuan  dari 
berbagai  pihak  sehingga  dapat  memperlancar  pembuatan  makalah  ini.  Untuk  itu  kami 
menyampaikan  banyak  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam 
pembuatan  makalah  ini. 

Terlepas  dari  semua  itu,  Kami  menyadari  sepenuhnya  bahwa  masih  ada  kekurangan  baik 
dari  segi  susunan  kalimat  maupun  tata  bahasanya.  Oleh  karena  itu  dengan  tangan  terbuka  kami 
menerima  segala  saran  dan  kritik  dari  pembaca  agar  kami  dapat  memperbaiki  makalah  ilmiah 
ini. 


Akhir  kata  kami  berharap  semoga  makalah  ilmiah  tentang  limbah  dan  manfaatnya  untuk 
masyarakan  ini  dapat  memberikan  manfaat  maupun  inpirasi  terhadap  pembaca. 


Jakarta,  November  2015 


Penulis 
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ABSTRACT 


This  paper  contains  about  Islamic  law  that  is  universal,  applicable  to  any  person 
who  is  Muslim,  whenever  and  wherever  it  is  located.  Therefore,  Islamic  law  also  applies 
to  Muslims  in  Indonesia.  However,  not  all  the  rules  of  Islamic  law  into  national  law,  due 
to  be  adjusted  in  advance  with  the  character  of  the  nation  and  the  Constitution  1945. 

Islamic  law  serves  as  one  of  the  laws  that  affect  the  development  of  the  national 
legal  system  , the  dynamic  and  sustainable  development  has  resulted  in  the 
transformation  of  Islamic  law  into  the  national  legal  system  . Some  Islamic  law  that  has 
been  attached  to  the  public  then  made  the  legislation.  With  the  laws  and  legislation  that 
have  a charge  of  Islamic  law  that  Muslims  Indonesia  also  has  a legal  basis  to  resolve  civil 
issues.  Primary  data  in  this  paper  is  the  product  of  Islamic  law  in  Indonesia. 
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BABI 


PENDAHULUAN 


A.  Latar  Belakang 

Sistem  hukum  Indonesia  adalah  sistem  hukum  yang  berlaku  nasional  di  negara 
Republik  Indonesia,  sistem  hukum  Indonesia  tersebut  bersifat  majemuk,  karena  sistem 
hukum  yang  berlaku  nasional  terdiri  dari  lebih  satu  sistem.  Meskipun  Demikian  kita  tidak 
perlu  pesimis,  karena  pada  hakikatnya  ada  satu  arahan  yang  masih  tetap  kita  miliki  yang 
dapat  kita  jadikan  modal  utama  untuk  melaksanakan  pembangunan  hukum  nasional  yaitu 
UUD  1945. 1 

Prinsip-prinsip  dasar  yang  dikenal  dengan  pancasila  meliputi  : ketuhanan  yang 
mahaesa  sebagai  landasan  spiritual  moral;  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  sebagai 
landasan  etikanya;  persatuan  Indonesia  sebagai  acuan  sosilanya;  kerakyatan  yang 
Dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/Perwakilan  sebagai 
landasan  politiknya;  dan  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagai  tujuan  dan 
goal-  nya." 

Hukum  Islam  baru  dikenal  di  Indonesia  setelah  agama  Islam  disebarkan  di  tanah 
air.  Belum  ada  kesepakatan  oleh  para  ahli  mengenai  kapan  Islam  pertama  kali  masuk  ke 
Indonesia,  ada  yang  mengatakannya  pada  abad  ke-1  Hijriah  (abad  ke  7 Masehi),  ada  pula 

o 

yang  mengatakan  pada  abad  ke-7  (abad  ke  13  Masehi)  . Meski  tidak  ada  kepastian  yang 
jelas  mengenai  kapan  masuknya  Hukum  Islam,  namun  dapat  dikatakan  bahwa  begitu 
Hukum  Islam  masuk  ke  Indonesia,  Hukum  Islam  langsung  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh 
para  pemeluk  agama  islam  di  Indonesia  ini.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  studi  para  pujangga 


Hartono  M ardjono, Menegakkan  Syari’at  Islam  Dalam  Konteks  Keindonesiaan  “ 'Proses  Penerapan  Nilai-Nilai 
Islam  Dala  Aspek  Hukum,  Politik,  dan  Lembaga  Negara,  Hlm.  28. 

2Masdar  Farid  Mas’udi,  Syarah  Konstitusi  UUD  1945 Dalam  Perspektif  Islam,  Cetakan  ke2,  hlm. 3-4. 

3Muliadi  Kurdi,  Aceh  Dimata  Sejarawan  “ Rekonstruksi  Sejarah  Sosial  Budaya”,  Hlm.70.  Lihat  juga  : Ali  Hasjmy, 
Sejarah  Masuk  dan  Perkembangan  Islam  dilndonesia,  Cet.  3,  (Jakarta  Al-Ma’arif,  1993),  ttal.  200-201 
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yang  hidup  pada  masa  itu  mengenai  hukum  Islam  dan  peranannya  dalam  menyelesaikan 
perkara-perkara  yang  timbul  dalam  masyarakat.  4 

Hukum  adat  dan  hukum  Islam  adalah  hukum  bagi  orang-orang  Indonesia  asli  dan 
mereka  yang  disamakan  dengan  penduduk  bumiputera.  Keadaan  itu  diatur  oleh 
Pemerintah  Hindia  Belanda  dahulu,  sejak  tahun  1854.  ketika  masa  penjajahan  Belanda, 
perkembangan  hukum  Islam  dan  hukum  Adat  dikendalikan  dengan  adanya  teori  resepsi 
yang  dikukuhkan  dalam  pasal  134  ayat  (2)  IS  1925  (1929).  Akan  tetapi  setelah  Belanda 
meninggalkan  Indonesia  dan  Indonesia  memerdekakan  diri  pada  tahun  1945,  hukum  Adat 
dan  hukum  Islam  sebagian  kemudian  menjadi  berlaku  dengan  dikeluarkannya  beberapa 
peraturan  perundang-  undangan. 

Sebagai  negara  yang  penduduknya  terdiri  dari  berbagai  macam  ras  dan  suku 
bangsa,  Indonesia  menghormati  kebebasan  penduduknya  memeluk  agama  masing-masing, 
sehingga  tidaklah  mungkin  menerapkan  hukum  Islam  secara  penuh  kepada  setiap  warga 
negara,  meskipun  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam.  Akan  tetapi,  agama 
Islam  bersifat  universal.  Hukum  Islam  adalah  bagian  dari  agama  Islam,  sehingga  juga 
bersifat  universal.  Pada  hakikatnya  hukum  Islam  merupakan  keyakinan  yang  melekat 
pada  setiap  orang  yang  beragama  Islam,  tidak  peduli  kapan  dan  dimanapun. 

B.  Identifikasi  Masalah 

1 . Apa  Pengertian  Hukum? 

2.  Bagaimana  sejarah  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia? 

3.  Bagaimana  kedudukan  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional? 

4.  Apakah  peran  hukum  Islam  dalam  pembinaan  hukum  nasional? 

5.  Apa  sajakah  produk  hukum  Islam  yang  menjadi  muatan  hukum  nasional? 


44  Muliadi  Kurdi,  Aceh  Dimata  Sejarawan  “Rekonstruksi  Sejarah  Sosial  Budaya' , Hlm.69 
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BABU 


PEMBAHASAN 

A.  Pengertian  Hukum  Islam  Indonesia 

Kata  hukum  berasal  dari  bahasa  Arab,  al-hukm.  Menurut  Bahasa,  artinya 
“menetapkan”  atau  “ketetapan”,  “memutuskan”  atau  “keputusan”  sedangkan  menurut 
istilah  Usul  Fiqh,  definisi  hukum  Syar’I  adalah  : 


Ijaaij  ji  fUiajSl  JUiL  k_ilki. 


“Khitah  Allah  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  manusia  mukallaf,  baik  berupa 
tuntutan  atau  pilihan 

Keselarasan  alam  dengan  kehendak  tuhan  adalah  apa  yang  disebut  ilmuan 
sebagai  “hukum  alam”.  Bidang  lain  hukum  Ilahi  adalah  tatanan  sosial,  dimana  hubungan 
antar  manusia  sesuai  dengan  hukum  moral  dan  sosial  yang  ditentukan  oleh  wahyu.5 6 
Hukum  islam  meberikan  hak  kepada  setiap  warga  muslim  atau  non  muslim,  untuk 
memilih  dan  menempuh  karier  sesuai  pilihannya. 


Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang 
berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas  dan  hak-haknya  ditetapkan  dengan 
undang-undang  Indonesia  juga  digambarkan  dalam  Undang-undang  dasar  1945 
disebutkan  pada  pasal  35,36,  36A,  36B  dan  36C7 


Dalam  islam  Negara  dikenal  dengan  sebutan  Al-Khilafah.  Al-Khilafah  adalah 
induk  semua  lembaga,  Kondisi  Esensialnya.  Tanpa  induk  ini  semua  lebaga  semua  lembaga 
kehilangan  asas  dan  penopang.  Secara  internal  Khilafah  adalah  pelaksanaan  syari’at  yang 


5 Ibrahim  Hosen,  Prof.  KH,  Filsafat  Hukum  Islam , Hlm.  25. 

6 Isma’il  R.  Al-Faruqi,  Atlas  Budaya  Islam  “Menjelajah  Khazanah  Peradaban  Gemilang  "Hlm.  295.. 

7 Masdar  Farid  Mas’udi,  Syarah  Konstitusi  UUD  1945  Dalam  Perspektif  Islam,  Cetakan  ke2,  hlm  187-188.  : Pasal 
35  Bendera  Negara  Indonesia  Ialah  Sang  Merah  Putih.  Pasala  36  Bahasa  Negara  ialah  Bahasa  Indonesia.  Pasal  36A 
Lambang  Negara  ialah  Garuda  Pancasila  dengan  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Pasal  36B  Lagu  Kebangsaan 
ialah  Indonesia  Raya.  Pasal  36C  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara  serta 
Lagu  Kebangsaan  diatur  dengan  undang-undang. 
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penerapan  koprehensif  indivudual  dan  institusionalnya  merupakan  sarana  pertama  untuk 
mewujudkan  keadilan.  Secara  eksternal  Khilafah  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan 
dan  ketentraman  umat,  bertanggung  jawab  menyeru  manusia  kepada  Allah  dan  menyeru 

o 

manusia  untuk  tunduk  kepada  kehendak  Nya. 

Menurut  Muhammad  Farouq  Nabhan9  dalam  pengertian  fuqaha  syari’ah  adalah 
menetapkan  norma-norma  hukum  untuk  menata  kehidupan  manusia,  baik  dalam 
hubungannya  dengan  tuhan  maupun  dengan  umat  manusia  lainnya. 

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  hukum  Islam  adalah 
syariat  yang  berarti  hukum-hukum  yang  diadakan  oleh  Allah  untuk  umat-Nya  yang 
dibawa  oleh  seorang  Nabi,  baik  hukum  yang  berhubungan  dengan  kepercayaan  (aqidah) 
maupun  hukum-hukum  yang  berhubungan  dengan  amaliyah  (perbuatan). 

Untuk  mengatur  proses  penerjemahan  nilai-nilai  Islam  kedalam  ketentuan 
legislatif,  dan  memungkinkan  syari’at  memenuhi  kondisi  manusia  yang  selalu  berubah, 
wahyu  memberikan  hukum  dan  mekanisme  pembaharuannya.  Kaum  muslimin 
menemukan  ilmu  Ushul  al-Fiqh  untuk  mensistematisasikan  perkembangan  hukum  untuk 
menghadapi  situasi  dan  problem  baru,  untuk  melembagakan  penyesuaian  kontinue 
terhadap  hukum  perubahan  sejarah.10 

B.  Sejarah  Perkembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia 

Hukum  Islam  datang  ke  Indonesia  bersamaan  dengan  datang  agama  Islam  itu 
sendiri.11  Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  terjadi  perbedaan  pendapat  para  ahli 
mengenai  kapan  pertama  kali  Islam  measuk  ke  Nusantara.  Menurut  pendapat  yang 
disimpulkan  oleh  Seminar  Masuknya  Islam  ke  Indonesia  yang  diselenggarakan  di  Medan 


8 Isma’il  R.  Al-Faruqi,  Atlas  Budaya  Islam  “Menjelajah  Khazanah  Peradaban  Gemilang ” Hlm.  191 

9 Abdul  manan.  Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Hlm. 41.  lihat  : Muhammad  Farouq  Nabhan,  al-madkhal  li 
al-Tasyri’  al-Islam,  Bairut  : Libanon,  Dar  al-Qalam,  1981,  Hlm.l  1 

10  Isma’il  R.  Al-Faruqi,  Atlas  Budaya  Islam  “Menjelajah  Khazanah  Peradaban  Gemilang” Hlm.  298. 

11  Ibrahim  Hosen,  Pembaharuan  Hukum  Islam,  Hlm.  101 

12  Mohammad  Daud  Ali.,  Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Hlm.  230. 
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1 3 

1963  , Islam  telah  masuk  ke  Indonesia  pada  abad  pertama  Hijriah  atau  pada  abad 
ketujuh/kedelapan  masehi.  Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  Islam  baru  sampai  ke 
Nusantara  ini  pada  abad  ke-13  Masehi.  Daerah  yang  pertama  didatanginya  adalah  pesisir 
utara  pulau  Sumatera  dengan  pembentukan  masyarakat  Islam  pertama  di  Pereulak  Aceh 
Timur  dan  kerajaan  Islam  pertama  di  Samudra  Pasai,  Aceh  Utara.14 

Ketika  singgah  di  Samudera  Pasai  pada  tahun  1345  Masehi,  Ibnu  Batutah15 
seorang  pengembara,  mengagumi  perkembangan  Islam  di  negeri  tersebut.  Ia  mengagumi 
kemampuan  Sultan  Al-Malik  Al-Zahir  dalam  berdiskusi  tentang  berbagai  masalah  Islam 
dan  Ilmu  Fiqh.  Menurut  pengembara  Arab  Islam  Maroko  itu,  selain  sebagai  seorang  raja, 
Al-Malik  Al-Zahir  yang  menjadi  Sultan  Pasai  ketika  itu  adalah  juga  seorang  fukaha  (ahli 
hukum  yang  mahir  tentang  hukum  Islam).  Yang  dianut  di  kerajaan  Pasai  pada  waktu  itu 
adalah  hukum  Islam  Mazhab  Syafi’i.  Melalui  kerajaan  Pasailah  disebarkan  mazhab  Syafi’i 
ke  kerajaan  Islam  lainnya  di  Indonesia.  Bahkan  setelah  kerajaan  Islam  Malaka  berdiri 
(1400-1500  M)  para  ahli  hukum  Islam  Malaka  datang  ke  Samudra  Pasai  untuk  meminta 
kata  putus  mengenai  berbagai  masalah  hukum  yang  mereka  jumpai  dalam  masyarakat.  16 

Dalam  proses  Islamisasi  kepulauan  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  para  saudagar 
melalui  perdagangan  dan  perkawinan,  peranan  hukum  Islam  adalah  besar.  Kenyataan  ini 
dilihat  bahwa  bila  seorang  saudagar  Muslim  hendak  menikah  dengan  seorang  wanita 
pribumi,  misalnya,  wanita  itu  diislamkan  lebih  dahulu  dan  perkawinannya  kemudian 

1 7 

dilangsungkan  menurut  ketentuan  Hukum  Islam. 


13  Hasil  seminar  masuknya  Islam  ke  Indonesia  yang  dilaksanakan  di  Medan  pada  tahun  1963.  Diinformasikan 
kembali  oleh  Endang  Saifuddin  Ansari,  Wawasan  Islam ; Pokok-pokok  pikiran  tentang  Islam  dan  Umatnya  (Jakarta 
: Rajawali  Pers,  1991),  Hlm.  235.  Bandingkan  dengan  Hasyrni  (ed),  Sejarah  Masuknya  Islam  dan  Berkembangnya 
Islam  Indonesia,  (Bandung  : al-Ma’arif,  1981). 

14  Muliadi  Kurdi,  Aceh  Dimata  Sejarawan  “ Rekonstruksi  Sejarah  Sosial  Budaya”,  Hlm.70.  Lihat  juga  : Ali 
Hasjmy,  Sejarah  Masuk  dan  Perkembangan  Islam  dilndonesia,  Cet.  3,  (Jakarta  Al-Ma’arif,  1993),  Hal.  200-201. 

15  Ibn  Batutah  seorang  kelana  asal  Maroko  yang  berkunjung  ke  Aceh  pada  tahun  1345  M menyaksikan  kemahiran 
Malikul  Zahir  dalam  berdiskusi  berkenaan  dengan  hukum  Islam  malah  menurutnya  Malikul  Zahir  dapat  disebut 
sebagai  seorang  Fukaha  Syafiyyah.  Lihat  Muhammad  Daud  Ali,  “ Hukum  Islam ; Pemikiran  dan  Praktik,  Tjun 
Suryaman  (ed),  Bandung  : Rosadakarya,  1991)  Hlm.  69) 

16  Amiur  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan,  Hukum  Perdata  Islam  Indonesia,  Hlm.  4.  Lihat  juga  : Rifyal  Ka’bah, 
Hukum  Islam  Indonesia,  Hlm.  68-69. 

17  Mohammad  Daud  Ali,  Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Hlm.  73. 
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Setelah  agama  Islam  berakar  pada  masyarakat,  peranan  saudagar  dalam 
penyebaran  Islam  digantikan  oleh  para  ulama  yang  bertindak  sebagai  guru  dan  pengawal 
Hukum  Islam.  Salah  satu  contoh  ulama  yang  terkenal  adalah  Nuruddin  Ar-Raniri  , yang 
menulis  buku  hukum  Islam  dengan  judul  Sirat  aI-Musiaqim ' 9 p ada  tahun  1628.  Menurut 
Hamka,  kitab  Hukum  Islam  yang  ditulis  oleh  Ar-Raniri  ini  merupakan  kitab  hukum  Islam 
pertama  yang  disebarkan  ke  seluruh  Indonesia,  oleh  Syaikh  Muhammad  Arsyad  Al- 
Banjari,  yang  menjadi  mufti  di  Banjannasin,  kitab  hukum  Sirat  al-Mustaqim  itu 
diperluas  dan  diperpanjang  uraiannya  dan  dijadikan  pegangan  dalam  menyelesaikan 
sengketa  antara  umat  Islam  di  daerah  kesultanan  Banjar.  Kitab  yang  sudah  diuraikan  ini 
kemudian  diberi  nama  Sabilal  Muhtadin.  Di  daerah  kesultanan  Palembang  dan  Banten, 
terbit  pula  beberapa  kitab  Hukum  Islam  yang  dijadikan  pegangan  oleh  umat  Islam  dalam 
menyelesaikan  berbagai  masalah  dalam  hidup  dan  kehidupan  mereka  ditulis  oleh  Syaikh 
Abdu  Samad  dan  Syaikh  Nawawi  Al-Bantani. 


Dari  uraian  singkat  di  atas  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  sebelum  Belanda 
mengukuhkan  kekuasannya  di  Indonesia,  hukum  Islam  sebagai  hukum  yang  berdiri  sendiri 
telah  ada  dalam  masyarakat,  tumbuh  dan  berkembang  di  samping  kebiasaan  atau  adat 
penduduk  yang  mendiami  kepulauan  Nusantara  ini.  Islam  berakar  dalam  kesadaran 
penduduk  kepulauan  Nusantara  dan  mempunyai  pengaruh  yang  bersifat  normatif  dalam 
kebudayaan  Indonesia. 


2 1 

Pada  akhir  abad  keenam  belas,  VOC  merapatkan  kapalnya  di  Pelabuhan  Banten, 
Jawa  Barat,  semula  maksudnya  adalah  berdagang,  tapi  kemudian  haluannya  berubah 


18  Ar-Raniri  lahir  di  India  dan  menetap  di  Aceh  sejak  31  Maret  1637  M.  Ia  lebih  dikenal  sebagai  ahli  tasawuf 
ketimbang  sebagai  ahli  fikih.  Ini  ditunjukkan  dengan  karya-karyanya  yang  ditulisnya  dan  sebahagian  besar  berada 
diwilayah  tasawuf.  Kendati  demikian  bukan  berarti  ia  tidak  memahami  hukum  Islam.  Justeru  karena 
pemahamannya  yang  mendalam  tentna  hukum  Islam  menjadikannya  sebagai  ahli  tasawur  yang  corak  tasawufnya 
sangat  berbeda  dengan  tokoh-tokoh  lainnya  seperti  Hamzah  Fansuri  dan  Syamsuddin  Sumatratani. 

19  Menurut  informasi  yang  diberikan  oleh  Kareel  Stenbrink,  kitab  Sirat  al-Mustakim  ditulis  berdasarkan  sestemasi 
dan  berdasarkan  kitab  standar  fikih  Syafi’iyyah  seperti  Minhaj  al-Talibin  karya  Nawawi,  Fath  al-Wahhab  bi  Syarh 
Manhaj  al-Tullab  karya  Zakariya  al-Anshari,  Nihayah  al-Muhtaj  karya  Syasuddin  al-Ramli  dan  lain-lainnya.  Lihat, 
Karel  Steenbirnk  (1995-1942M),  (Bandung  : Mizan,  1995),  Hlm.  187-189. 

20  Mufti  adalah  pemberi  fatwa  untuk  memutuskan  masalah  yang  berhubungan  dengan  hukum  Islam 

21  Vereenigde  Oostindische  Compagnie  atau  (VOC)  ; Perusahaan  Hindia  Timur  Belanda  yang  didirikan  pada 
tanggal  20  Maret  1602  adalah  persekutuan  dagang  asal  Belanda  yang  memiliki  monopoli  untuk  aktivitas 
perdagangan  di  Asia.  Disebut  Hindia  Timur  karena  ada  pula  Geoctroyeerde  Westindische  Compagnie  yang 
merupakan  persekutuan  dagang  untuk  kawasan  Hindia  Barat.  Perusahaan  ini  dianggap  sebagai  perusahaan 
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menjadi  menguasai  kepulauan  Indonesia.  VOC  memiliki  dua  fungsi,  pertama  sebagai 
pedagang,  kedua  sebagai  badan  pemerintahan.  Dalam  kata  lain,  Sebagai  badan 
pemerintahan  VOC  menggunakan  hukum  Belanda  yang  dibawanya.  Akan  tetapi  hukum 
Belanda  tidak  pernah  bisa  diterapkan  seluruhnya,  sehingga  VOC  kemudian  membiarkan 
lembaga-lembaga  asli  yang  ada  di  dalam  masyarakat  berjalan  terus  seperti  keadaan 
sebelumnya.  Pemerintah  VOC  terpaksa  harus  memperhatikan  hukum  yang  hidup  dan 
diikuti  oleh  rakyat  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Dalam  statuta  Jakarta  (Batavia) 
tahun  1642  disebutkan  bahwa  mengenai  soal  kewarisan  bagi  orang  Indonesia  yang 
beragama  Islam  harus  dipergunakan  hukum  Islam,  yakni  hukum  yang  dipakai  oleh  rakyat 
sehari-hari." 

Berdasarkan  pola  pemikiran  tersebut,  pemerintah  VOC  meminta  kepada  D.W. 
Freijer  untuk  menyusun  suatu  compendium  (intisari  atau  ringkasan)  yang  memuat  hukum 
perkawinan  dan  hukum  kewarisan  Islam.  Setelah  diperbaiki  dan  disempurnakan  oleh  para 
penghulu  dan  ulama  Islam,  ringkasan  kitab  hukum  tersebut  diterima  oleh  pemerintah 
VOC  (1760)  dan  dipergunakan  oleh  pengadilan  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang 
terjadi  di  kalangan  umat  Islam  di  daerah-daerah  yang  dikuasai  VOC.  Selain  Compendium 
Freijer,  banyak  lagi  kitab  hukum  yang  dibuat  di  zaman  VOC,  di  antaranya  ialah  kitab 
hukum  moghairaer  untuk  Pengadilan  Negeri  Semarang.  Kitab  hukum  ini  adalah  kitab 
perihal  hukum  Jawa  yang  dialirkan  dengan  teliti  dari  kitab  hukum  Islam  Muharrar 
karangan  Ar-Rafi’i.  Mogharraer  memuat  sebagian  besar  hukum  pidana  Islam.  Posisi 
hukum  Islam  di  zaman  VOC  ini  berlangsung  demikian,  selama  lebih  kurang  dua  abad. 

Waktu  pemerintahan  VOC  berakhir  dan  pemerintahan  kolonial  Belanda  menguasai 
sungguh  -sungguh  kepulauan  Indonesia,  sikapnya  terhadap  hukum  Islam  mulai  berubah. 
Perubahan  ini  khususnya  tampak  pada  abad  ke  19,  dimana  ketika  itu  banyak  orang 
Belanda  sangat  berharap  dapat  segera  menghilangkan  pengaruh  agama  Islam  dari  sebagian 


multinasional  pertama  di  dunia  sekaligus  merupakan  perusahaan  pertama  yang  mengeluarkan  sistem  pembagian 
saham. 

22  Amiur  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan,  Hukum  Perdata  Islam  Indonesia,  Hlm.  9.  Lihat  juga  : Ratno  Lukita, 
Pergumulan  antara  Hukum  dan  Adat  di  Indonesia-} akarta:  INIS,  1998)  Hlm.  28. 

23  Amiur  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan,  Hukum  Perdata  Islam  Indonesia,  Hlm.  9.  Lihat  juga  : Ratno  Lukita, 
Pergumulan  antara  Hukum  dan  Adat  di  Indonesia,(i akarta:  INIS,  1998)  Hlm.  28 
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24 

besar  orang  Indonesia  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  adalah  kristenisasi.  Mereka 
berpendapat  bahwa  pertukaran  agama  penduduk  menjadi  kristen  akan  menguntungkan 
negeri  Belanda.  Selain  itu,  pemerintah  Belanda  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk 
menata  dan  mengubah  hukum  di  Indonesia  menjadi  hukum  Belanda,  karena  adanya 
anggapan  bahwa  hukum  Eropa  jauh  lebih  baik  daripada  hukum  yang  telah  ada  di 
Indonesia,  untuk  melaksanakan  maksud  tersebut  pemerintah  Belanda  kemudian 
mengangkat  suatu  komisi  yang  diketuai  oleh  Mr.  Scholten  van  Oud  Haarlem  yang 
bertugas  untuk  melakukan  penyesuaian  undang-undang  Belanda  itu  dengan  Indonesia. 

Mengenai  kedudukan  hukum  Islam  dalam  usaha  pembaharuan  tata  hukum  di 
Hindia  Belanda,  Scholten  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  sebaiknya  tetap  dibiarkan  ada 
dalam  masyarakat  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  menyenangan.  Pendapat  inilah 
yang  mungkin  menyebabkan  pasal  75  RR  menginstruksikan  kepada  pengadilan  untuk 
mempergunakan  undang  - undang  agama  dan  lembaga-lembaga  kebiasaan  mereka  bila 
golongan  bumi  putera  bersengketa,  sejauh  undang-undang  dan  kebiasaan  tersebut  tidak 
bertentangan  dengan  hukum  Belanda.  Pemerintah  Hindia  Belanda  kemudian  mendirikan 
Pengadilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura  untuk  menyelesaikan  perkara  perdata  antara 
sesama  orang  bumi  putera.  Inti  wewenang  Pengadilan  Agama  ini  adalah  kelanjutan 
praktik  pengadilan  dalam  masyarakat  bumiputera  yang  beragama  Islam  yang  telah 
berlangsung  sejak  zaman  pemerintahan  VOC  dan  kerajaan-kerajaan  Islam  sebelumnya. 

Seorang  ahli  hukum  Belanda  bernama  Cristian  Van  Den  BERG  mengatakan  bahwa 
orang  Islam  Indonesia  telah  melakukan  resepsi  hukum  Islam  dalam  keseluruhannya  dan 
sebagai  satu  kesatuan:  receptio  in  complexir . Pendapat  ini  kemudian  ditentang  oleh 
Christian  Snouck  Hurgronje,  ia  berpendapat  bahwa  yang  berlaku  bagi  orang  Islam  di 
kedua  daerah  itu  bukanlah  hukum  Islam,  tetapi  hukum  Adat  . Pendapat  ini  kemudian 

24  Ibid.,  Hlm.  9.  Lihat  juga  : H.  Aqib  Suminto,  Politik  Islam  Hindia  Belanda,(Jakarta:  LP3ES,  1996)  Hlm.9-64. 

25  Receptio  in  Complexu  merupakan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Lodewijk  Willem  Christian  Van  Den  Berg 
(1845-1927).  Teori  ini  bermakna  bahwa  hukum  yang  diyakini  dan  dilaksanakan  mengikuti  agama  yang  dianutnya. 
Oleh  sebab  itu,  jika  seseorang  beragama  Islam  maka  secara  langsung  hukum  Islamlah  yang  berlaku  baginya, 
demikian  seterusnya.  Dengan  kata  lain,  teori  ini  dapat  dipadankan  dengan  sebutan  “teori  penerimaan  secara 
kompleks  atau  sempurna. 

26  Mohammad  Daud  Ali,.,  Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Hlm.  218 


12 


'J  J 

terkenal  dengan  nama  receptie  ihcoric  . Karena  teori  inilah  pada  tahun  1922,  pemerintah 
Belanda  membentuk  sebuah  komisi  untuk  meninjau  kembali  wewenang  Priesterraad  atau 
Raad  Agama  di  Jawa  dan  Madura  yang  tahun  1882  secara  resmi  berwenang  mengadili 
perkara  kewarisan  orang  - orang  Islam  menurut  ketentuan  hukum  Islam.  Dengan  alasan 
bahwa  hukum  kewarisan  Islam  belum  diterima  sepenuhnya  oleh  hukum  adat,  maka 
melalui  pasal  2a  ayat  (1)  S.  1937  : 116  dicabutlah  wewenang  Raad  atau  Pengadilan 
Agama  di  Jawa  dan  Madura  untuk  mengadili  perkara  warisan.  Usaha  giat  raja-raja  Islam 
di  Jawa  menyebarkan  hukum  Islam  di  kalangan  rakyatnya  distop  oleh  pemerintah  kolonial 
sejak  1 April  1937.  wewenang  untuk  mengadili  perkara  kewarisan  pun  dialihkan  ke 
Landraad"  . 

C.  Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional 

Kini,  di  Indonesia  hukum  Islam  yang  disebut  dan  ditentukan  oleh  peraturan 
perundang-undangan  dapat  berlaku  langsung  tanpa  harus  melalui  hukum  Adat."  Republik 
Indonesia  dapat  mengatur  suatu  masalah  sesuai  dengan  hukum  Islam,  sepanjang 
pengaturan  itu  hanya  berlaku  bagi  pemeluk  agama  Islam.  Kedudukan  hukum  Islam  dalam 
sistem  hukum  Indonesia  adalah  sama  dan  sederajat  dengan  hukum  Adat  dan  hukum  Barat, 
karena  itu  hukum  Islam  juga  menjadi  sumber  pembentukan  hukum  nasional  yang  akan 
datang  di  samping  hukum  adat  dan  hukum  barat  yang  juga  tumbuh  dan  berkembang 
dalam  negara  Republik  Indonesia. 


30 

Berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia  dan  telah  mendapat  tempat  konstitusional." 
menurut  Abdul  Ghani  Abdullah  berdasar  pada  tiga  alasan,  yaitu:  Pertama,  alasan  filosofis 


27  Receptie  Theorie  atau  teori  resepsi  merupakan  teori  yang  diperkenalkan  oleh  Christian  Snouck  Hurgronje 
(1857-1936).  Teori  ini  selanjutnya  ditumbuhkembangkan  oleh  pakar  hukum  adat  Comelis  Van  Vollenhoven 
(1874-1933)  dan  Betrand  Ter  Haar  (1892-1941).  Teori  resepsi  berawal  dari  kesimpulan  yang  menyatakan  bahwa 
hukum  islam  baru  diakui  dan  dilaksanakan  sebagai  hukum  ketika  hukum  adat  telah  menerimanya.  Terpahami  di 
sini  bahwa  hukum  Islam  berada  di  bawah  hukum  adat.  Oleh  karena  itu,  jika  didapati  hukum  Islam  dipraktekkan  di 
dalam  kehidupan  masyarakat  pada  hakikatnya  ia  bukanlah  hukum  Islam  melainkan  hukum  adat.  Teori  ini  dapat 
pula  dipadankan  dengan  sebutan  “teori  penerimaan. 

28  Landraad  sebutan  untukPengadilan  Negeri  pada  masa  kolonial  Hindia  Belanda. 

29  Mohammad  Daud  Ali,  Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Hlm.  226 

30  Abdul  Ghani  Abdullah,  Peradilan  Agama  Pasca  UU  No.  7/1989  dan  Perkembangan  Studi  Hukum  Islam  di 
Indonesia'  dalam  Mimbar  Hukum  No.  1 tahun  V,  Hlm.  9. 
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: ajaran  Islam  merupakan  pandangan  hidup,  cita  moral  dan  cita  hukum  mayoritas  muslim 
di  Indonesia,  dan  ini  mempunyai  peran  penting  bagi  terciptanya  norma  fundamental 
negara  Pancasila.  Kedua  : alasan  Sosiologis,  Perkembangan  sejarah  masyarakat  Islam 
Indonesia  menunjukan  bahwa  cita  hukum  dan  kesadaran  hukum  bersendikan  ajaran  Islam 
memiliki  tingkat  aktualitas  yang  berkesiambungan.  dan  Ketiga,  alasan  Yuridis  : yang 
tertuang  dalam  pasal  2431,  25  32  dan  29"  UUD  1945  memberi  tempat  bagi  keberlakuan 
hukum  Islam  secara  yuridis  formal.34 

Menurut  mantan  Menteri  Kehakiman  Ali  Said  pada  pidatonya  di  upacara 
pembukaan  Simposium  Pembaruan  Hukum  Perdata  Nasional  di  Yogyakarta  tanggal  21 
Desember  1981,  " hukum  Islam  terdiri  dari  dua  bidang,  bidang  ibadah  dan  bidang 
muamalah.  Pengaturan  hukum  yang  bertalian  dengan  ibadah  bersifat  rinci,  sedang 
pengaturan  mengenai  muamalah  tidak  terlalu  rinci.  Yang  ditentukan  dalam  bidang 
muamalah  hanyalah  prinsip  - prinsipnya  saja.  Pengembangan  dan  aplikasi  prinsip  - 
prinsip  tersebut  diserahkan  sepenuhnya  kepada  para  penyelenggara  negara  dan 
pemerintahan.  Oleh  karena  hukum  Islam  memegang  peranan  penting  dalam  membentuk 
serta  membina  ketertiban  sosial  umat  Islam  dan  mempengaruhi  segala  segi  kehidupannya, 
maka  jalan  terbaik  yang  dapat  ditempuh  ialah  mengusahakan  secara  ilmiah  adanya 
transformasi  norma-norma  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional,  sepanjang  norma 
tersebut  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  serta  relevan  dengan 
kebutuhan  hukum  khusus  umat  Islam. 


31  Pasal  24  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Ayat  1 : Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka 
untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Ayat  2 : Kekuasaan  kehakiman 
dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan 
peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha 
negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Ayat  3 : Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan 
kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  undang-undang. 

32  Pasal  25  Tentang  Syarat-syarat  untuk  menjadi  dan  untuk  diperhentikan  sebagai  hakim  ditetapkan  dengan 
undang-undang 

33  Pasal  29  tentang  Agama.  Ayat  1 : Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Ayat  2 : Negara  menjamin 
kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama 
dan  kepercayaannya  itu 

34  Ibid.,  Hlm.  94 

35  Mohammad  Daud  Ali,  Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Hlm.  272. 
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D.  Hukum  Islam  dalam  Pembinaan  Hukum  Nasional 


Pada  tahap  perkembangan  pembinaan  hukum  nasional  sekarang  yang  diperlukan 
oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  adalah  badan  yang  berwenang  merancang  dan 
menyusun  hukum  nasional  yang  akan  datang  adalah  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum 
Islam  dalam  segala  bidang,  baik  yang  bersifat  umum  maupun  khusus.  Umum  adalah 
ketentuan-ketentuan  umum  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  berlaku 
di  tanah  air  kita,  sedangkan  khusus  contohnya  adalah  asas-asas  hukum  perdata  Islam 
terutama  mengenai  hukum  kewarisan,  asas-asas  hukum  ekonomi  terutama  mengenai  hak 
milik,  perjanjian  dan  utang-piutang,  asas-asas  hukum  pidana  Islam,  asas-asas  hukum  tata 

'j  /: 

negara  dan  administrasi  pemerintahan,  asas-asas  hukum  acara  dalam  Islam  dan  lain-lain. 

Masalah  utama  yang  dihadapi  oleh  lembaga  pembinaan  hukum  nasional  adalah 
merumuskan  asas-  asas  dalam  hukum  Islam  tersebut  ke  dalam  kata-kata  jelas  yang  dapat 
diterima  oleh  semua  golongan  di  pelosok  tanah  air,  bukan  hanya  orang  Islam  saja.  Tim 

'jn 

pengkajian  Hukum  Islam  Babinkumnas  telah  berusaha  menemukan  asas-asas  tersebut 
dan  merumuskannya  ke  dalam  kaidah-kaidah  untuk  dijadikan  bahan  pembinaan  hukum 

'J  o 

nasional.  Berbagai  asas  dapat  dikembangkan  melalui  jurisprudensi  peradilan  agama, 
karena  asas-asas  ini  dirumuskan  dari  keadaan  konkret  di  tanah  air  kita,  sehingga  dapat 
lebih  mudah  diterima. 

Konsep  pengembangan  hukum  Islam,  secara  kuantitatif  begitu  mempengaruhi 
tatanan  sosial-budaya  serta  politik  dan  hukum  dalam  masyarakat.  Kemudian,  konsep 
tersebut  lalu  diubah  arahnya  yaitu  secara  kualitatif  diakomodasikan  dalam  berbagai 
perundang-undangan  yang  dilegaslasikan  oleh  lembaga  pemerintah  dan  negara. 


36Ibid;.  278. 

,7Babinkumnas  adalah  singkatan  dari  kata  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  (Sumber  informasi  singkatan 
Babinkumnas  : Daftar  singkatan  dan  akronim  pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  lampiran  IV) 

38 

Yurisprudensi  adalah  keputusan  hakim  terdahulu  terhadap  suatu  perkara  yang  tidak  diatur  oleh  undang-undang 
dan  dijadikan  pedoman  oleh  hakim  lainnya  dalam  memutuskan  perkara  yang  sama 
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Konkretisasi  dari  pandangan  ini  selanjutnya  disebut  sebagai  usaha  transformasi  hukum 
Islam  ke  dalam  bentuk  perundang-undangan/ 

Transformasi  hukum  agama  menjadi  hukum  nasional  terjadi  juga  di  beberapa 
negara  muslim  seperti  Mesir,  Syria,  Irak,  Jordania  dan  Libya.  Yang  berbeda  adalah  kadar 
unsur  hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  negara  yang  bersangkutan.  Dinegara  tersebut, 
hukum  nasional  mereka  merupakan  percampuran  antara  hukum  barat  dan  hukum  Islam, 
sementara  di  Indonesia,  hukum  nasional  di  masa  yang  akan  datang  akan  merupakan 
perpaduan  antara  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum  eks-Barat.  40 

E.  Produk  Hukum  Islam  di  Indonesia 

Di  antara  sebagian  besar  produk  hukum  Islam  yang  ada  dalam  sistem  hukum 
nasional  di  Indonesia,  umumnya  memiliki  tiga  bentuk41  : 

1.  Hukum  Islam  yang  secara  fonnil  maupun  materil  menggunakan  corak  dan 
pendekatan  keislaman. 

2.  Hukum  Islam  dalam  proses  transfonnasi  diwujudkan  sebagai  sumber-sumber 
materi  hukum,  di  mana  asas  dan  prinsip  menjiwai  setiap  produk  aturan  dan  perundang- 
undangan. 

3.  Hukum  Islam  yang  secara  formil  dan  materil  ditransformasikan  secara  persuasive 
sourcc  dan  authority  source. 

Pada  kenyataannya,  terdapat  beberapa  produk  peraturan  perundang-undangan  yang 
secara  formil  maupun  materil  tegas  memiliki  muatan  yuridis  hukum  Islam,  antara  lain: 

a.  UU  No.  I42  tahun  1974  tentang  Hukum  Perkawinan.43  Undang-undang  ini 
adalah  hukum  nasional  yang  berlaku  bagi  semua  masyarakat  apapun  agamanya,  hanya 

39  Didi  Kusnadi.  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Tradisi,  Pemikiran,  Politik  Hukum  dan  Produk  Hukum).  Hlm.  14 

40  Mohammad  Daud  Ali,  Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Hlm.  276 

41  Didi  Kusnadi.  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Tradisi,  Pemikiran,  Politik  Hukum  dan  Produk  Hukum).  Hlm.  15 

42  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan 

43  Ibid.,  Hlm.39-54. 
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saja  ketentuan  yang  termaktub  dalam  undang-undang  ini  adalah  hasil  ijtihad  umat  Islam 
Indonesia,  melalui  para  wakilnya  di  DPR  bersama  pemerintah,  yang  bersifat 
pengembangan  pemahaman  tentang  hukum  syariat  atau  hukum  agama  Islam  mengenai 
perkawinan  yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah  untuk  kepentingan 
umat  Islam  Indonesia. 

Pada  pasal  l44  Undang  - Undang  perkawinan,  dimuat  tujuan  perkawinan  adalah 
untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan 
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Tujuan  tersebut  sama  dengan  tujuan  pernikahan  yang 
dirumuskan  dalam  Pasal  345  Kompilasi  Hukum  Indonesia  yaitu  membentuk  keluarga 
sakinah  (tenang,  tenteram,  bahagia)  yang  dibina  dengan  cinta  dan  kasih  sayang 
(. mawaddah  warrahmah).  Tujuan  untuk  membina  keluarga  atau  rumah  tangga  berdasarkan 
ajaran  agama  adalah  sejalan  dengan  ajaran  Al-Qur’an  yang  memerintahkan  kepada  orang- 
orang  beriman  untuk  membina  dan  melindungi  keluarga  dan  atau  keturunannya  dari  siksa 
(api)  neraka. 

“Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api 
neraka,  yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu;  penjaganya  malaikat -malaikat 
yang  kasar,  yang  keras,  yang  tidak  mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang  diperintahkan- 
Nya  kepada  mereka,  dan  selalu  mengerjakan  apa  yang  diperintahkan.  " (QS.  At-Tahrim ; 
66  : 6)46. 


Hal  lain  yang  merupakan  pencenninan  hukum  Islam  yang  terdapat  pada  Undang  - 
Undang  Perkawinan  adalah  kedudukan  istri  yang  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan 
suami.  Terdapat  kemitraan  antara  suami  dan  istri,  hanya  saja  kodratnya  berbeda  (sesuai 
dengan  ajaran  Islam,  laki  - laki  memimpin  dan  menjadi  penanggung  jawab  penghidupan 
dan  kehidupan  istrinya  dalam  keluarga).  Ada  pembagian  pekerjaan,  dan  dalam  undang  - 
undang  perkawinan  hal  itu  dirumuskan  dengan  kata  “suami  (laki-laki)  sebagai  kepala 


44Pasal  1:  Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri 
dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Mahaesa 
45  Pasal  3 : ayat  (1)  Pada  azasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  isteri. 
Seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami.  Ayat  (2)  Pengadilan,  dapat  memberi  izin  kepada  seorang 
suami  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  fihak-fihak  yang  bersangkutan. 

^ Uo  Uo  aIII  'jj . ^ •»  ; y ^ p-  j'  (jAlll  I jIj  n j.  ..a  1 1^3  I 
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keluarga,  dan  istri  (perempuan)  sebagai  ibu  rumah  tangga”.  Kedudukan  perempuan 
sebagai  ibu  rumah  tangga  tidak  boleh  dipandang  sebagai  penurunan  kedudukan  ini 
hanyalah  pernyataan  pembagian  pekerjaan  dan  tanggung  jawab  Sebagaimana  tertuang 
dalam  BAB  IV  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Suami  isti  Pasal  3047. 

Pencenninan  hukum  Islam  lainnya  adalah  ketika  menyinggung  soal  harta  bersama. 
Menurut  Undang  - Undang  No.  1 Tahun  1974,  bila  terjadi  perceraian,  harta  bersama 
dibagi  antara  janda  dan  duda  yang  bersangkutan  secara  berimbang.  Menurut  Kompilasi 
Hukum  Islam  yang  berlaku  untuk  umat  Islam  di  Indonesia,  ketika  terjadi  cerai  hidup, 
maka  baik  janda  dan  duda  berhak  atas  Vi  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain 
dalam  perjanjian  perkawinan. 

Peraturan  lain  dalam  undang  - undang  perkawinan  yang  selaras  dengan  hukum 
Islam  adalah  soal  perceraian.  Pada  Undang  - Undang  No.  1 Tahun  1974,  proses  perceraian 
sedikit  dipersulit48  dan  hanya  dapat  terjadi  bila  unsur-unsur  pada  pasal  39  ayat  (2)49 
terpenuhi.  Dalam  hukum  Islam,  perceraian  halal  hukumnya  hanya  saja  tergolong  kepada 
perbuatan  yang  dibenci  Allah  karena  akibatnya  yang  buruk.  Dalam  hadist50  Nabi  SAW 
dijelaskan  : “ yang  halal  yang  paling  dibenci  Allah  ialah  perceraian  ’ (HR:  Abu  Daud  dan 
dinyatakan  shaheh  oleh  Al-Hakim)51. 

b.  UU  No.  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  (Kini  UU  No.  3 Tahun  2006)52. 
Peradilan  Agama  bertugas  untuk  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  orang  - orang 
beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,  kewarisan,  wasiat  dan  hibah  yang  dilakukan 


47Pasal  30:  Suami  isteri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar 
dari  susunan  masyarakat. 

48  Sesuai  dengan  ketentuan  pada  pasa  39  ayat  1 dan  3 :ayat  (1)  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  Sidang 
Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak. 
Ayat  (3).  Tatacara  perceraian  didepan  sidang  Pengadilan  diatur  dalam  peraturan  perundangan  tersendiri 

49  pasal  39:  ayat  (2)  Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  isteri  itu  tidak  akan 
dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  isteri 

50  J5UJI  M JiUlI  L)±iu\ 

51  Kamal  Mukhtar,  Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan,  Hlm.158. 

52  UU  No.  3 Tahun  2006  Tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  7 tahun  1989  tentang  peradilan  agama. 
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berdasarkan  hukum  Islam,  serta  waqaf  dan  sadaqah  (pasal  49  ayat  (1)  . Peradilan  Agama 
telah  menjadi  peradilan  mandiri  yang  sederajat  dengan  Peradilan  Umum,  Militer,  dan 
TUN54.  Sebelum  undang  - undang  ini  dikeluarkan,  Peradilan  Agama  sebenarnya  telah  ada 
bahkan  sejak  jaman  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Hanya  saja  kewenangan  dan 
kedudukannya  masih  belum  jelas,  dengan  dikeluarkannya  undang  - undang  ini,  maka 
jelaslah  kewenangan  dan  hukum  acara  Peradilan  Agama  di  seluruh  Indonesia.  Adanya 
peraturan  ini  juga  akan  lebih  memantapkan  upaya  penggalian  berbagai  asas  dan  kaidah 
hukum  Islam  melalui  jurisprudensi  sebagai  salah  satu  bahan  baku  dalam  penyusuan  dan 
pembinaan  hukum  nasional. 

c.  UU  No.  72  Tahun  1992  tentang  Perbankan  Syari’ah,  menetapkan  bahwa 
perbankan  syariah  di  Indonesia  menganut  dual  banking  system.55 

1)  UU  No.  10  Tahun  199856  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  UU  di  atas, 
yang  peraturan  pelaksanaannya  dituangkan  dalam  Surat  Keputusan  Direktur 
Bank  Indonesia  dan  dikuatkan  dalam  bentuk  peraturan  Bank  Indonesia. 
Penggunaan  istilah  bank  syariah  sudah  tegas  disebutkan  “Bank  Berdasarkan 
Prinsip  Syariah”  dan  pada  Pasal  1 butir  13 57  disebutkan  berlakunya  hukum 
Islam  sebagai  dasar  transaksi  di  perbankan  syariah. 

2)  Teknis  operasional  produk  dan  transaksi  syariah  yang  digunakan  pada  bank 
syariah  diatur  dalam  Fatwa  DSN  MUI58. 


53Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat 
pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  : a.  perkawinan,  b. waris,  c. wasiat,  d. hibah,  e.waqaf, 
f.Zakat,  g. Infak,  h.sadaqah  dan  i.  Ekonomi  Syari’at. 

54  Mohammad  Daud  Ali,  Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Hlm.  277 

55  Amir  Machmud,  Rukmana,  Bank  Syariah  : Teori,  Kebijakan,  dan  Studi  Empiris  di  Indonesi,  Hlm.  21 

56  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan 

57  Pasal  1 Butir  13  :Prinsip  Syariah  adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dengan  pihak 
lain  untuk  menyimpan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai 
dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  (mudharabah),  pembiayaan  berdasarkan 
prinsip  penyertaan  modal  (musharakah),  prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh  keuntungan  (murabahah), 
atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  mumi  tanpa  pilihan  (ijarah),  atau  dengan  adanya  pilihan 
pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak  lain  (ijarah  wa  iqtina) 

58  DSN  MUI : Dewan  Syari’at  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia 
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3)  Eksistensi  bank  syariah  diperkuat  dengan  adanya  UU  No.  23  tahun  1999 
tentang  Bank  Indonesia  yang  memungkinkan  kebijakan  moneter  berdasarkan 
prinsip  syariah. 

4)  UU  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. 

d.  UU  No.  17  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (diganti  dengan  UU 
No.  13  Tahun  2008). 

e.  UU  No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengeloaan  Zakat,  Infak  dan  Shadaqah.  Undang- 
undang  ini  lahir  karena  terinspirasi  oleh  situasi  krisis  moneter.  Ketika  itu,  terbuka  pikiran 
para  cendekiawan  Islam  untuk  mencari  pintu  keluar  dari  krisis  moneter  tersebut.  Mereka 
yang  dapat  menyalurkan  pikiran  ke  DPR  melihat  bahwa  sesungguhnya  ada  potensi 
masyarakat  yang  dapat  digali  dan  dikembangkan  untuk  membangun  kekuatan  ekonomi 
yang  masih  belum  dilirik  secara  ekonomi  maupun  manajerial. 

f.  UU  No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Khusus  Nangroe 
Aceh  Darussalam. 

g.  UU  Politik  Tahun  1999  yang  mengatur  ketentuan  partai  Islam. 

h.  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.59  Tujuan  dikeluarkannya  undang- 
undang  ini  adalah  untuk  menertibkan  prosedur  kepengurusan  dan  tujuan  wakaf,  selain  dari 
itu  adalah  untuk  mengantisipasi  penyalahgunaan  terhadap  tanah  wakaf. 

Di  samping  tingkatannya  yang  berupa  Undang-undang,  juga  terdapat  peraturan- 
peraturan  lain  yang  berada  di  bawah  Undang-undang,  antara  lain:60 

a.  PP  No.9  Tahun  1975  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  UU  Hukum  Perkawinan, 
mengatur  lebih  lanjut  mengenai  prosedur  perceraian.  Sebagai  eksistensi  dari  ketentuan 
agama,  bahwa  perceraian  adalah  hal  yang  dihalalkan  dan  tata  cara  perceraian  harus 

59Departemen  Agama,  Peraturan  Perundangan  Perwakafan , Hlm.  1-162. 

60  Mohammad  Daud  Ali.  Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Hlm.l  1 1- 

140. 
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menurut  hukum  agama  sebagai  hak  dari  suami  untuk  “cerai  talak”  sementara  untuk  “cerai 
gugatan”  merupakan  putusan  dari  hakim  Pengadilan  Agama. 

b.  PP  No.28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik. 

c.  PP  No.72  Tahun  1992  tentang  Penyelenggaraan  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi 

Hasil. 


d.  Inpres  No.l  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sumber  penyusunan 
kompilasi  ini  adalah  wahyu  yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an,  Sunnah  Rasulullah  yang 
terdapat  dalam  kitab-kitab  hadist,  dan  ra’yu  melalui  ijtihad  yang  tercermin  dalam  kitab 
fiqih,  pendapat  para  ulama  Indonesia,  yurisprudensi  peradilan  agama  yang  diperoleh 
melalui  jalur  pengkajian  kitab-kitab  fiqih  lama,  jalur  ulama  khususnya  ulama  fiqih,  jalur 
yurisprudensi,  dan  jalur  studi  perbandingan  dengan  negara-negara  lain. 

Garis-garis  hukum  Islam  dituangkan  ke  dalam  bahasa  perundang-undangan  dan 
disusun  ke  dalam  tiga  buku.  Buku  I mengenai  Hukum  Perkawinan,  terdiri  dari  19  bab 
dengan  170  pasal.  Buku  II  mengenai  Hukum  Kewarisan,  terdiri  dari  6 bab  dengan  44  pasal 
(mulai  dari  pasal  171  sampai  dengan  pasal  214).  Mengenai  hukum  kewarisan  yang 
dimasukkan  kepada  buku  II  hanyalah  pokok-pokoknya  saja,  sisanya  akan  menunggu 
pembentukan  undang-undang  Kewarisan  Nasional  yang  akan  datang.  Buku  III  mengenai 
Hukum  Perwakafan  terdiri  dari  5 bab  dengan  44  pasal  (pasal  215  sampai  dengan  pasal 
228). 


Isi  dari  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  selain  dari  mengandung  garis-garis 
hukum  atau  bagian  hukum  Islam  yang  sudah  melekat  pada  masyarakat  Muslim  Indonesia, 
juga  mengandung  hal-hal  baru  yang  bercorak  Indonesia.  Misalnya  dalam  hukum 
kewarisan  disebut  mengenai  ahli  waris  pengganti,  yang  tidak  ada  dalam  hukum  Islam. 

e.  Inpres  No.4/2000  tentang  Penanganan  Masalah  Otonomi  Khusus  di  NAD. 
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BAB  III 


PENUTUP 


A.  Kesimpulan 

Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah,  hukum  Islam  bersifat  universal,  berlaku 
kepada  setiap  orang  yang  beragama  Islam,  dimanapun  dan  kapanpun  ia  berada.  Oleh 
karena  itu,  hukum  Islam  juga  berlaku  terhadap  umat  Islam  di  Indonesia,  hanya  saja,  tidak 
semua  peraturan  dalam  hukum  Islam  menjadi  hukum  nasional,  dikarenakan  harus 
disesuaikan  terlebih  dahulu  dengan  karakter  bangsa  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. 

Hukum  Islam  di  Indonesia  telah  mengalami  pasang  surut  seiring  dengan  kebijakan 
yang  diterapkan  oleh  pemerintah.  Pasang  surut  tersebut  adalah  perkembangan  yang 
dinamis  dan  berkesinambungan  bagi  upaya  transformasi  hukum  Islam  ke  dalam  sistem 
hukum  Nasional.  Sejarah  produk  hukum  Islam  sejak  masa  penjajahan  hingga  masa 
kemerdekaan  dan  masa  refonnasi  merupakan  fakta  yang  menjadi  bukti  bahwa  sejak 
dahulu  kala  hukum  Islam  telah  menjadi  hukum  yang  sangat  berpengaruh  di  Indonesia. 

Hukum  Islam  berkedudukan  sebagai  salah  satu  hukum  yang  mempengaruhi 
perkembangan  sistem  hukum  nasional.  Beberapa  hukum  Islam  yang  telah  melekat  pada 
masyarakat  kemudian  dijadikan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  adanya  peraturan 
perundang-undang  yang  memiliki  muatan  hukum  Islam  maka  umat  muslim  Indonesia  pun 
memiliki  landasan  yuridis  dalam  menyelesaikan  permasalahan  perdata. 

B.  Saran 

Sebagai  saran,  diharapkan  untuk  perkembangan  hukum  Islam  selanjutnya  dapat 
dikeluarkan  lagi  peraturan  perundang-undangan  mengenai  apa  yang  belum  ada 
sebelumnya.  Sebagai  contoh,  anak  adopsi.  Islam  tidak  mengenal  adanya  anak  adopsi,  yang 
ada  hanyalah  anak  asuh.  Yang  mengenal  soal  pengangkatan  anak  hanyalah  hukum  barat 
dan  hukum  adat.  Bila  peraturan  mengenai  adopsi  / asuh  dikeluarkan  menurut  hukum  Islam 
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maka  akan  menimbulkan  kepastian  hukum  bagi  anak-anak  asuh  / adopsi  maupun 
orangtuanya. 

Selanjutnya  adalah  mengenai  perkawinan  antar  agama  yang  belum  diatur  dengan 
gamblang  di  Undang-Undang  Perkawinan.  Seharusnya,  dimuat  aturan  yang  jelas 
mengenai  laki-laki  muslim  yang  diperbolehkan  menikah  dengan  perempuan  non  Muslim, 
atau  perempuan  muslim  yang  diharamkan  menikah  dengan  laki-  laki  non  Muslim.  Selama 
ini  karena  peraturannya  tidak  ada  maka  banyak  orang  memilih  untuk  menikah  di  luar 
negeri.  Bila  peraturannya  ada,  maka  batas  antara  larangan  dan  bukan  akan  terlihat  jelas. 

Dengan  terselesaikannya  makalah  ini,  saya  sebagai  manusia  biasa  tentunya  banyak 
khilaf  dan  kekurangan  dalam  penyusunan  makalah  ini.  Saya  membutuhkan  kritik  dan 
saran  dari  semua  pihak,  berkenaan  dengan  tema  yang  saya  ambil  disini  dengan  harapa  bisa 
lebih  membangun.Tidak  lupa  saya  ucapkan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang 
membantu  menyelesaikan  makalah  ini.  Harapan  saya  adalah  dengan  tersusunya  makalah 
ini,  saya  dapat  sedikit  membantu  kepada  siapa  saja  yang  ingin  memperdalam  pengetahuan 
mengenai  Pengantar  Hukum  Islam  Indonesia.  Semoga  berguna  untuk  penulis,  masyarakat, 
bangsa  dan  agama.  Aamiin 
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